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railway sector. The study employs a qualitative
conceptual  approach through policy document
analysis. The analytical framework is grounded in

Bovens’ theory of public accountability, enriched by
Romzek and Dubnick’s concepts of bureaucratic and
public financial accountability, as well as Behn’s
notion of performance accountability. Data are derived
from audit reports issued by the Audit Board of the
Republic of Indonesia, statutory regulations governing
TAC and Non-Tax State Revenue (PNBP), and relevant
scholarly literature. The analysis focuses on identifying
the relationships among policy actors, accountability
mechanisms, and policy outcomes. The findings
indicate that although the TAC policy is supported by a
robust regulatory framework, its implementation
continues to face major challenges, particularly limited
transparency in cost calculation, fragmented oversight
among actors, and tensions between fiscal objectives
and the improvement of railway service performance.
This article argues that TAC accountability should be
understood as an instrument of public financial
governance oriented toward performance and public
value, rather than merely as a form of administrative
compliance.

Keywords: Public accountability, Track Access
Charge, railway policy, public financial governance,
service performance

Abstrak
Artikel ini menganalisis akuntabilitas kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor

perkeretaapian di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui analisis
dokumen kebijakan. Kerangka analisis didasarkan pada teori akuntabilitas publik Bovens, yang diperkaya
dengan konsep akuntabilitas birokrasi dan keuangan publik dari Romzek dan Dubnick serta performance
accountability dari Behn. Data bersumber dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait TAC dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta
literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor kebijakan,
mekanisme pertanggungjawaban, dan hasil kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan
TAC telah memiliki dasar regulasi yang kuat, implementasinya masih menghadapi persoalan utama berupa
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keterbatasan transparansi perhitungan biaya, fragmentasi pengawasan antaraktor, dan ketegangan antara
tujuan fiskal dan peningkatan kinerja layanan perkeretaapian. Artikel ini menegaskan bahwa akuntabilitas
TAC perlu dipahami sebagai instrumen tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada kinerja dan nilai
publik, bukan semata-mata sebagai kepatuhan administratif.

Kata Kunci: Akuntabilitas publik, Track Access Charge, kebijakan perkeretaapian, tata kelola keuangan
publik, kinerja layanan

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan dan bertanggung jawab [1]. Dalam perkembangan administrasi
publik kontemporer, akuntabilitas tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban administratif berupa
pelaporan formal, melainkan sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan aktor kebijakan dengan
forum pengawasan melalui instrumen pertanggungjawaban yang memungkinkan evaluasi dan pemberian
konsekuensi [2], [3]. Pergeseran pemahaman ini menjadi semakin relevan dalam kebijakan keuangan publik
yang melibatkan aset negara dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik [4].

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas publik berkorelasi erat dengan legitimasi
kebijakan dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah [5]. Ketika mekanisme akuntabilitas
tidak berjalan secara efektif, kebijakan publik berpotensi mengalami inefisiensi, resistensi, serta penurunan
kualitas layanan [6]. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dipandang sebagai prasyarat penting bagi
keberlanjutan kebijakan publik, khususnya pada sektor strategis yang melibatkan pembiayaan dan
pengelolaan aset negara jangka panjang [7].

Sektor perkeretaapian merupakan salah satu sektor strategis dalam sistem transportasi nasional yang
berperan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas masyarakat
[8]. Penyelenggaraan perkeretaapian tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga
mencakup tata kelola keuangan publik, khususnya dalam pengelolaan prasarana perkeretaapian milik negara
[9]. Salah satu instrumen kebijakan utama dalam konteks tersebut adalah Track Access Charge (TAC), yaitu
biaya yang dikenakan kepada operator atas penggunaan prasarana perkeretaapian [10].

Dalam praktik internasional, TAC digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin
keberlanjutan pemeliharaan prasarana, mendorong efisiensi pemanfaatan aset, serta menginternalisasi biaya
infrastruktur ke dalam struktur tarif layanan [11]. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan biaya akses prasarana transportasi sering kali menghadapi dilema antara tujuan fiskal negara dan
keberlanjutan layanan publik [12]. Dilema ini menjadi semakin kompleks ketika kebijakan tarif dihadapkan
pada keterbatasan kapasitas operator dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan [13].

Dalam konteks Indonesia, kebijakan TAC dirancang untuk mendukung pemeliharaan prasarana
perkeretaapian sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) [14]. Meskipun secara
normatif kebijakan TAC telah memiliki dasar regulasi yang jelas, implementasinya tidak terlepas dari
persoalan akuntabilitas publik karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, mulai
dari kementerian teknis sebagai regulator, operator perkeretaapian sebagai pengguna prasarana, lembaga
audit negara sebagai pengawas keuangan, hingga lembaga legislatif dan publik sebagai forum akuntabilitas
[15].

Kompleksitas relasi tersebut menjadikan TAC sebagai kebijakan yang rawan menimbulkan
permasalahan terkait transparansi perhitungan biaya, kejelasan pembagian tanggung jawab antaraktor, serta
keselarasan antara tujuan fiskal negara dan peningkatan kualitas layanan perkeretaapian [16]. Berbagai
laporan pemeriksaan dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sektor transportasi,
termasuk perkeretaapian, masih menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola [17].

Di sisi lain, kajian akademik mengenai TAC di Indonesia cenderung lebih banyak berfokus pada aspek
teknis perhitungan biaya dan efisiensi ekonomi, sementara dimensi akuntabilitas publik dan kebijakan relatif
belum dibahas secara mendalam [18]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang perlu diisi
melalui pendekatan konseptual yang menempatkan TAC sebagai kebijakan keuangan publik yang harus
memenubhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kebijakan
Track Access Charge dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif
konseptual melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis
berpijak pada teori akuntabilitas publik sebagai kerangka utama, yang diperkaya dengan perspektif
akuntabilitas birokrasi, kinerja, dan tata kelola untuk memahami dinamika aktor serta mekanisme
pertanggungjawaban dalam kebijakan TAC.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
Akuntabilitas Publik dalam Administrasi Publik

Akuntabilitas publik merupakan konsep kunci dalam administrasi publik yang terus berkembang seiring
dengan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Dalam kajian klasik, akuntabilitas dipahami sebagai
kewajiban aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya publik
kepada otoritas yang lebih tinggi [19]. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak
hanya bersifat vertikal, tetapi juga mencakup dimensi horizontal dan sosial dengan melibatkan masyarakat
serta lembaga pengawas eksternal [20].

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa akuntabilitas publik berfungsi tidak hanya sebagai
mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kebijakan [21]. Ketika mekanisme akuntabilitas
dirancang dan diimplementasikan secara efektif, kebijakan publik cenderung memperoleh kepercayaan
publik yang lebih tinggi serta menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik [22]. Sebaliknya, lemahnya
akuntabilitas sering dikaitkan dengan inefisiensi, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kualitas
layanan publik [23].

Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik yang dikembangkan oleh Mark Bovens memberikan kerangka konseptual
yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan sektor publik. Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai
hubungan institusional antara aktor publik yang berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya
kepada forum tertentu melalui mekanisme yang memungkinkan evaluasi dan pemberian konsekuensi [24].
Pendekatan ini menempatkan akuntabilitas sebagai proses sosial dan institusional, bukan sekadar prosedur
administratif.

Kajian lanjutan menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran
aktor, kekuatan forum pengawasan, serta ketersediaan informasi yang transparan [25]. Beberapa penelitian
juga menyoroti bahwa desain kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan akuntabilitas bersifat simbolik
dan tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kebijakan publik [26].

Akuntabilitas Birokrasi dan Keuangan Publik

Dalam konteks birokrasi dan keuangan publik, Romzek dan Dubnick mengemukakan bahwa
akuntabilitas sektor publik bersifat multidimensional, mencakup akuntabilitas administratif, hukum,
profesional, dan politik [27]. Kerangka ini membantu menjelaskan kompleksitas pertanggungjawaban dalam
kebijakan yang melibatkan regulasi, pembiayaan, serta pengawasan publik.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa fragmentasi bentuk akuntabilitas sering menimbulkan
ketegangan dalam organisasi publik, terutama ketika tuntutan kepatuhan regulatif tidak sejalan dengan target
kinerja dan kepentingan fiskal [28]. Dalam kebijakan keuangan negara, kondisi ini berpotensi menurunkan
efektivitas kebijakan serta mempersulit proses pengawasan dan evaluasi [29].

Performance Accountability dalam Kebijakan Publik

Konsep performance accountability menekankan bahwa akuntabilitas kebijakan publik tidak cukup
diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus dinilai dari pencapaian hasil dan nilai publik yang
dihasilkan [30]. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan akuntabilitas prosedural
yang dinilai kurang mampu meningkatkan kualitas layanan publik [31].

Sejumlah studi menunjukkan bahwa orientasi kinerja dapat mendorong efisiensi dan inovasi dalam
sektor publik, namun juga berpotensi menimbulkan distorsi apabila indikator kinerja tidak dirancang secara
tepat [32]. Oleh karena itu, performance accountability perlu diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan
yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan [33].

Tata Kelola dan Kebijakan Infrastruktur Transportasi

Perspektif tata kelola (governance theory) memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi berbagai
aktor dalam jaringan kebijakan yang saling bergantung [34]. Dalam sektor infrastruktur transportasi,
termasuk perkeretaapian, kebijakan pembiayaan dan tarif tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan
antara regulator, operator, dan lembaga pengawas [35].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan biaya akses prasarana transportasi, seperti Track
Access Charge, sangat dipengaruhi oleh tata kelola sektoral dan kapasitas kelembagaan [36]. Studi di
berbagai negara menegaskan bahwa tata kelola yang lemah cenderung menghasilkan kebijakan tarif yang
tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan [37]. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas TAC perlu
ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang lebih luas untuk memahami interaksi aktor dan mekanisme
pertanggungjawaban secara komprehensif [38].

Akuntabilitas Track Access Charge Perkeretaapian Indonesia (Aurida Mahelvi, dkk)



66
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355

Sebagai bagian dari analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan formula sederhana untuk
menggambarkan rasio kontribusi kebijakan TAC terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor
perkeretaapian. Formula tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Rene = NBPrac 100
"¢~ PNBProra ’

Keterangan:

Ry, ¢ adalah rasio kontribusi Track Access Charge,

PNBPy - adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari TAC,

PNBPr,;4 adalah total PNBP sektor perkeretaapian.

Penggunaan formula ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk membantu pemahaman proporsi
kebijakan TAC dalam struktur penerimaan negara, bukan sebagai analisis statistik inferensial [47].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual dan studi
dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis akuntabilitas kebijakan
Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian Indonesia melalui penelaahan kerangka regulasi,
mekanisme pertanggungjawaban, serta relasi antaraktor kebijakan. Penelitian konseptual dinilai tepat untuk
mengkaji kebijakan publik yang telah memiliki data dan dokumen resmi yang matang tanpa melakukan
pengumpulan data lapangan secara langsung [39].

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada pengembangan pemahaman konseptual
mengenai akuntabilitas kebijakan TAC. Analisis dilakukan dengan memadukan teori akuntabilitas publik,
akuntabilitas birokrasi dan keuangan publik, serta perspektif tata kelola untuk menjelaskan dinamika
pertanggungjawaban kebijakan [40]. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna
kebijakan, aktor, dan mekanisme akuntabilitas secara mendalam berdasarkan konteks kelembagaan [41].
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi
dokumentasi. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan Track Access Charge
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, dokumen kebijakan kementerian teknis, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebijakan
perkeretaapian dan akuntabilitas publik [42], [43].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen resmi
pemerintah dan literatur akademik. Setiap dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas
sumber, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data
yang dianalisis merepresentasikan praktik kebijakan dan mekanisme akuntabilitas yang berlaku secara formal
[44].

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi
digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan regulatif, aktor kebijakan, serta mekanisme
pertanggungjawaban yang diatur dalam dokumen kebijakan TAC [45]. Sementara itu, analisis tematik
digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama akuntabilitas, seperti transparansi,
pengawasan, kinerja, dan tata kelola [46].

Keabsahan Data dan Batasan Penelitian

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi regulasi, laporan
pemeriksaan, dan temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan konsistensi
dan kredibilitas analisis [48].

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder dan tidak melibatkan wawancara atau
observasi lapangan. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada kerangka kebijakan formal dan tidak
menggambarkan secara langsung persepsi aktor pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, pendekatan
konseptual ini tetap relevan untuk mengkaji struktur akuntabilitas kebijakan TAC sebagai bagian dari tata
kelola keuangan publik [2].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis dokumen kebijakan,
regulasi, serta laporan resmi terkait kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian
Indonesia. Hasil penelitian difokuskan pada identifikasi struktur akuntabilitas, aktor yang terlibat, serta
mekanisme pertanggungjawaban kebijakan TAC, sedangkan pembahasan dilakukan dengan mengaitkan
temuan tersebut dengan kerangka teoretis akuntabilitas publik dan tata kelola.

Struktur Akuntabilitas Kebijakan Track Access Charge
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Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan TAC memiliki dasar regulasi yang relatif jelas
dan terstruktur. Regulasi terkait TAC mengatur tujuan kebijakan, mekanisme penetapan tarif, serta alur
pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Dalam praktiknya, struktur akuntabilitas TAC melibatkan
beberapa aktor utama, yaitu kementerian teknis sebagai regulator, operator perkeretaapian sebagai pengguna
prasarana, serta lembaga pengawas keuangan negara.

Tabel 1. Aktor dan mekanisme akuntabilitas kebijakan track access charge.

Aktor kebijakan Peran utama Mekanisme akuntabilitas
Regulator pemerintah Penetapan kebijakan dan regulasi TAC Regulasi, laporan kinerja
Operator perkeretaapian ~ Pengguna prasarana dan pembayar TAC ~ Pelaporan keuangan, kepatuhan
Lembaga audit negara Pengawasan dan pemeriksaan Audit keuangan dan kinerja

Sumber: hasil analisis dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas TAC bersifat multidimensional karena melibatkan lebih dari
satu mekanisme pertanggungjawaban, mulai dari kepatuhan regulatif hingga pengawasan keuangan.
Dominasi Akuntabilitas Administratif dan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kebijakan TAC masih didominasi oleh
akuntabilitas administratif dan hukum. Fokus utama pertanggungjawaban terletak pada kepatuhan terhadap
regulasi serta kelengkapan administrasi pembayaran dan pelaporan. Aspek akuntabilitas kinerja dan nilai
publik, seperti dampak TAC terhadap peningkatan kualitas layanan perkeretaapian, belum menjadi fokus
utama dalam mekanisme evaluasi kebijakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan TAC cenderung diperlakukan sebagai instrumen fiskal
semata, bukan sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik yang harus dinilai berdasarkan hasil dan
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Fragmentasi Aktor dan Tantangan Tata Kelola

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya fragmentasi aktor dalam kebijakan TAC, yang berpotensi
menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Setiap aktor menjalankan perannya
berdasarkan mandat kelembagaan masing-masing, namun koordinasi lintas aktor belum sepenuhnya
terintegrasi.

Struktur Lembaga Pengawas

Tabel 2. Kesesuaian kerangka teori dengan struktur akuntabilitas TAC

Teori Ketercerminan Penjelasan
dalam Gambar 1
Akuntabilitas Publik (Mark Ya Terdapat aktor (regulator, operator), forum
Bovens) (lembaga pengawas), dan mekanisme (kebijakan
dan pembayaran TAC).

Akuntabilitas Birokrasi dan Ya Akuntabilitas hukum dan keuangan terlihat
Keuangan Publik (Romzek & melalui regulasi, pembayaran TAC, dan
Dubnick) pengawasan PNBP.

Performance  Accountability Implisit Kinerja dan nilai publik dianalisis dalam narasi,
(Behn) bukan divisualisasikan dalam struktur diagram.
Governance Theory Ya Kebijakan melibatkan banyak aktor dengan

relasi non-hierarkis tunggal.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan TAC telah memenuhi aspek
akuntabilitas formal, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas substantif.
Kesenjangan antara kepatuhan regulatif dan orientasi kinerja menunjukkan perlunya penguatan mekanisme
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evaluasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai
publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian
Indonesia merupakan instrumen keuangan publik yang memiliki struktur akuntabilitas kompleks dan
melibatkan berbagai aktor kebijakan. Akuntabilitas TAC tercermin dalam hubungan antara regulator sebagai
perumus kebijakan, operator perkeretaapian sebagai pengguna prasarana, lembaga pengawas sebagai forum
evaluasi, serta negara sebagai penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pola tersebut sejalan
dengan konsep akuntabilitas publik yang memandang pertanggungjawaban sebagai relasi institusional antara
aktor, forum, dan mekanisme evaluasi kebijakan [49], [50].

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas TAC masih cenderung
didominasi oleh akuntabilitas administratif dan hukum yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan
kewajiban pembayaran. Orientasi tersebut mencerminkan karakteristik akuntabilitas birokrasi dan keuangan
publik, tetapi belum sepenuhnya menjamin pencapaian tujuan kebijakan secara substantif [51], [52].
Fragmentasi bentuk akuntabilitas ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepatuhan prosedural,
tuntutan fiskal negara, dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan perkeretaapian [53].

Dari perspektif performance accountability, kebijakan TAC belum dievaluasi secara memadai
berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil dan nilai publik. Akuntabilitas yang terlalu berorientasi
pada aspek fiskal berisiko mengaburkan tujuan kebijakan sebagai instrumen pelayanan publik dan
pembangunan transportasi berkelanjutan [54], [55]. Selain itu, pendekatan tata kelola menunjukkan bahwa
efektivitas akuntabilitas TAC sangat dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan dan interaksi antaraktor
dalam jaringan kebijakan, bukan semata oleh desain regulasi formal [56].

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan evaluasi kebijakan
TAC yang mengintegrasikan kepatuhan regulatif, kinerja layanan, dan nilai publik secara seimbang. Selain
itu, peningkatan koordinasi antaraktor serta kejelasan mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan agar
akuntabilitas TAC dapat berfungsi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan [57].
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